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ABSTRAK

MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK PASCA PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA
(STUDI KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES)

Oleh :

YOANNA ANGELICA OCTAVIA PURBA

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah salah satu program perpajakan
dengan tujuan untuk meningkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara.
Pasca berakhirnya program tersebut, Direktorat Jendral Pajak melakukan
pemeriksaan pajak untuk memastikan kebenaran pengungkapan dan
menindaklanjuti potensi ketidakpatuhan. Pemeriksaan pajak sebagai pelayanan
publik menuntut pengelolaan yang profesional dengan manajemen yang efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pemeriksaan pasca
Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Jakarta Kalideres dengan
menggunakan pendekatan fungsi manajemen POSDCORB oleh Gulick (1997).
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.
Analisis data difokuskan pada pelaksanaan fungsi manajemen POSDCORB serta
penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, serta efektivitas dan
efisiensi pada fungsi-fungsi manajemen tertentu untuk menilai tata kelola
pemeriksaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan
pajak pasca Program Pengungkapan Sukarela di KPP Pratama Jakarta Kalideres
telah berjalan optimal, namun masih diperlukan penguatan terutama dalam
pengelolaan data, sumber daya manusia, dan waktu.

Kata Kunci : Manajemen Publik, Tata Kelola, Pemeriksaan Pajak, Program
Pengungkapan Sukarela



ABSTRACT

TAX AUDIT MANAGEMENT AFTER THE VOLUNTARY DISCLOSURE
PROGRAM (A CASE STUDY OF KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES)

By

YOANNA ANGELICA OCTAVIA PURBA

The Voluntary Disclosure Program (PPS) is a tax program aimed at improving
taxpayer compliance and state revenue. Following the program's conclusion, the
Directorate General of Taxes conducted tax audits to ensure the accuracy of
disclosures and the disclosure of potential non-compliance. Audits, as a public tax
service, require professional and effective management. This study aims to analyze
audit management after the Voluntary Disclosure Program at the Jakarta Kalideres
Tax Office (KPP Pratama Jakarta Kalideres) using the POSDCORB management
function approach by Gulick (1997). This study employed a qualitative method with
a descriptive approach and data collection techniques through interviews,
observation, and documentation. Data analysis focused on the implementation of
POSDCORB management functions and the application of the principles of
accountability, transparency, responsibility, and effectiveness and efficiency to
specific management functions to assess tax audit governance. The results indicate
that tax audit management after the Voluntary Disclosure Program at the Jakarta
Kalideres Tax Office (KPP Pratama Jakarta Kalideres) has been running optimally,
but still requires strengthening, particularly in data management, human resources,
and time.

Keywords : Public Management, Good Governance, Tax Audit, Voluntary

Disclosure Program
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Mark H. Moore

“Public managers should be focused on creating public value”

Direktorat Jendral Pajak Indonesia

“Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh”

Yesaya 41 : 10

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini
Allahmu, Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”

1 Thessalonians 5 : 16-18

“Rejoice Always, Pray Continually, Give Thanks in all cicumstances. For this os

God is will for you in Christ Jesus.”
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu penunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia ialah
penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Penerimaan pajak digunakan
untuk pengadaan barang publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan akses
pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan. Pajak bukanlah beban, melainkan investasi dalam pembangunan
nasional dan instrumen stabilitas ekonomi (Reyvani dkk., 2024). Hasil realisasi
penerimaan pajak tahun 2024 dirujuk pada laporan APBN Kementerian
Keuangan edisi Desember 2024 ialah sebesar Rp 1932,4 T. Angka tersebut
menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir
setelah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 yang sempat menurunkan

aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak masyarakat.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2020-2024

Tahun Target (Triliun) Realisasi (Triulun) Persentase
2020 Rp 1.198,8 T Rp 1.072,11 T 89,4%
2021 Rp 1.229,6 T Rp 1.278,63 T 104,0%
2022 Rp1.484,1T Rp 1.716,7T 115,6%
2023 Rp1.8182T Rp 1.868,23 T 102,8%
2024 Rp1.9889T Rp1.9324T 100,50%

Sumber : Diolah Peneliti, (2025)



Pada tahun 2020 hingga tahun 2024 pajak mengalami pertumbuhan secara
nominal setiap tahunnya, namun apabila dilihat dari persentase capaian
terhadap target yang ditetapkan dalam APBN kinerjanya masih bersifat
flaktuatif. Lonjakan pencapaian pajak terjadi pada tahun 2022 akibat
pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dengan berbagai kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 2023 sampai 2024,
pertumbuhan pencapaian pajak melambat hanya sekitar 10%. Hingga saat ini,
sektor pajak masih mengalami tantangan dari tingkat kepatuhan wajib pajak

yang harus segera dibenahi.

Sejak Januari 2014, sistem pajak Indonesia mewajibkan wajib pajak untuk
mengisi dan melaporkan informasi pajak mereka sendiri melalui Surat
Pemberitahuan (SPT) elektronik sesuai PER-36/PJ/2013. Dalam beberapa
tahun belakang ini, Direktorat Jendral Pajak melakukan perubahan terhadap
pelaporan SPT yaitu wajib pajak dapat melaporkan perpajakannya secara
online melalui e-feeling atau coretax sehingga wajib pajak tidak perlu lagi
mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Perubahan yang
dilakukan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan dan meningkatkan
kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Meskipun
demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan permasalahan, terutama
karena banyak wajib pajak tidak melaporkan keseluruhan harta dalam SPT
Tahunan. Padahal, kewajiban tersebut seharusnya dijalankan secara jujur,

sukarela, dan terbuka (Putri & Umaimah, 2021).

Tantangan ini direspons oleh pemerintah melalui UU Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memperkenalkan
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diatur lebih lanjut dalam PMK-
196/PMK.03/2021. PPS dimaksudkan untuk memberikan wajib pajak
kesempatan untuk secara sukarela memenuhi kewajiban pajak yang belum
dipenuhi melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan
jumlah total harta yang dilaporkan. (Suhendar & Setyorini, 2023).



Substansi PPS terbagi ke dalam dua kebijakan. Pertama, kebijakan I ditujukan
bagi wajib pajak peserta Tax Amnesty 2016 yang masih memiliki harta per 31
Desember 2015 namun belum diungkapkan. Melalui kebijakan ini, wajib pajak
diberikan kesempatan untuk kembali mengungkapkan hartanya tanpa dikenai
sanksi administrasi berupa denda sebesar 200% dari PPh kurang bayar,
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Insentif
ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar memperbaiki kepatuhan
pelaporan hartanya. Kedua, kebijakan II berlaku bagi wajib pajak orang pribadi
dengan harta tahun 2016-2020 yang belum masuk SPT Tahunan 2020. Pada
kebijakan II, jika kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan kemudian terdapat
harta yang tidak terlapor ditemukan oleh DJP, maka dapat diterbitkan surat
ketetapan pajak (Suhendar & Seyorini, 2023). Seluruh pengungkapan
dilakukan secara elektronik melalui Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta
(SPPH). Berikut merupakan data jumlah harta bersih yang dilaporkan oleh
wajib pajak dan tarif PPh dalam setiap skema kebijakan PPS :

Tabel 2. Jumlah Harta Bersih dan Tarif PPh dalam PPS

No. Jenis Tarif PPh Final Jumlah
Penerimaan Penerimaan
Kebijakan I Kebijakan II

1. Harta Bersih 6% 12% Rp 498.88 T
dari Deklarasi
Dalam Negeri

2. Harta Bersih 8% 12% Rp13.70 T
dari Repatriasi
Dalam Negeri

3. Harta Bersih 6% 14% Rp5991T
dari Deklarasi
Luar Negeri

4. Harta Bersih 11% 18% Rp22.34T

dari Komitmen

Investasi

Sumber : Siaran Pers DJP Nomor SP-37/2022, (2022)



Tarif PPh Final pada kebijakan II lebih tinggi dibandingkan kebijakan I yang
menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara wajib pajak Tax Amnesty
(2016) dan wajib pajak non peserta. Komposisi pengungkapan harta
didominasi oleh jenis harta deklarasi dalam negeri yang menandakan bahwa
PPS lebih banyak dimanfaatkan untuk melegalkan harta yang sudah berada di
Indonesia daripada menarik kembali aset dari luar negeri. Beberapa wajib pajak

merasa lebih aman, mudah, serta memiliki risiko yang lebih rendah.

Selama enam bulan berjalannya (1 Januari—30 Juni 2022), PPS berhasil
menghimpun penerimaan negara dari 247.918 wajib pajak sebesar Rp 61,01 T.
Jumlah harta bersih yang diungkapkan berjumlah Rp 594,82 T, dimana
deklarasi harta dalam negeri berjumlah Rp 498,88 T, repatriasi berjumlah Rp
13,70 T, dan deklarasi harta luar negeri berjumlah Rp 59,91 T (Siaran Pers DJP
Nomor SP-37/2022, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa program tersebut
meningkatkan penerimaan negara dan mendorong kepatuhan sukarela wajib

pajak.

Tabel 3. Hasil Akhir PPS

Kebijakan I Kebijakan IT

WP Badan WPOP (Hanya OP)
Surat Keterangan 4067 WP 78.389 WP 225,603 WP
PPh Rp 1,53 T Rp31,38T Rp 28,10 T
Harta Bersih Rp 19,09 T Rp 380,52 T Rp 19521 T
Deklarasi  Dalam Rp 17,17T Rp 327,43 T Rp 167,97 T
Negeri & Repatriasi
Investasi Dalam Rp1,15T Rp 15,11 T Rp 6,10 T
Negeri & Repatriasi
Deklarasi Luar Rp 0,77 T Rp 37,98 T Rp 21,16 T
Negeri

Sumber : Laman DJP, (2022)

Berdasarkan tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah peserta PPS dalam kebijakan I
didominasi oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) sebanyak 78.389 peserta,
sedangkan wajib pajak badan berjumlah 4.067 peserta. Sementara itu, pada
kebijakan II tercatat 225.603 WPOP sebagai peserta. Dari sisi nilai harta bersih,



menunjukkan komposisi terbesar berasal dari deklarasi harta dalam negeri dan
repatriasi, dengan nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dibandingkan
deklarasi luar negeri. Hal ini menandakan bahwa sebagai besar wajib pajak
memilih untuk mengungkapkan harta yang berada di Indonesia. Selain itu,
penerimaan PPh Final dengan angka sekitar Rp 61,48 T menggambarkan
bahwa pelaksanaan PPS tidak hanya memperluas basis pajak, tetapi juga

berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara.

Keberhasilan PPS tidak serta-merta menghentikan upaya pemerintah dalam
menjaga kepatuhan pajak. Pasca program, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
tetap berwenang melakukan pemeriksaan atas harta yang tidak atau kurang
diungkapkan. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (3) dan PMK-
196/PMK.03/2021 Pasal 9, harta yang tidak dilaporkan dalam PPS dianggap
sebagai penghasilan tahun 2022 yang dikenai PPh final sebesar 30% dan dapat
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) hingga 31
Desember 2027 (Giyarso, 2022). Dengan ketentuan tersebut, PPS sekaligus
menjadi instrumen untuk memperluas basis pajak sekaligus menguatkan data

pemeriksaan di masa depan.

KPP Pratama Jakarta Kalideres sebagai sub unit pelaksana dari Kantor Wilayah
Jakarta Barat memegang peran yang cukup strategis. Dari tahun 2022 hingga
tahun 2025 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP mengalami peningkatan
dari 185,440 wajib pajak hingga 215,871 wajib pajak per tanggal 12 November
2025. Tentunya KPP memiliki tanggung jawab signifikan Pasca PPS yaitu
melaksanakan pemeriksaan intensif yang diarahkan pada harta wajib pajak
yang belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT 2020 maupun periode

sebelumnya.

Langkah pemeriksaan dilakukan secara sistematis. Proses dimulai dengan
distribusi data harta wajib pajak dari Kantor Pusat DJP, yang mencakup
informasi kas, rekening koran, serta aset lainnya. Data tersebut kemudian
dianalisis oleh Seksi Pengawasan dengan cara membandingkannya terhadap
SPT Tahun Pajak 2020. Jika ditemukan selisih signifikan, maka diterbitkan
Surat Himbauan. Apabila wajib pajak tetap tidak kooperatif, langkah



dilanjutkan dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau

Keterangan (SP2DK).

Wajib pajak yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah mereka yang terindikasi
memiliki selisih harta atau penghasilan yang belum dilaporkan, khususnya
peserta PPS yang tidak sepenuhnya jujur dalam pengungkapan. Berdasarkan
pengamatan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL), total wajib pajak yang
mengikuti PPS di KPP Pratama Jakarta Kalideres ialah berjumlah 2.422 wajib
pajak yang terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. KPP
Pratama Jakarta Kalideres kemudian menyeleksi wajib pajak yang akan
diperiksa melalui rapat Komite Kepatuhan. Rapat ini melibatkan Seksi
Pengawasan, Pemeriksaan, serta Seksi Pelayanan untuk menilai seberapa
kooperatif wajib pajak terhadap imbauan sebelumnya sehingga dapat

ditentukan siapa saja yang layak diperiksa.

Meskipun demikian, hanya 939 wajib pajak yang masuk proses pemeriksaan.
Objek pemeriksaan meliputi harta yang tercantum dalam SPT Tahun 2020, data
dari SPPH PPS, serta informasi pihak ketiga seperti laporan perbankan. Target
akhir pemeriksaan adalah penerbitan SKPKB paling lambat hingga 31
Desember 2027. Dari pemeriksaan tersebut, KPP Pratama Jakarta Kalideres
menerbitkan 1.786 SKPKB dengan total ketetapan 238.66.282.176. Tujuan
pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kalideres tidak sekedar menguji
kepatuhan wajib pajak, namun sekaligus bertujuan untuk mengamankan
potensi penerimaan negara dari harta yang belum atau kurang diungkapkan,

serta memastikan kebenaran pelaporan harta wajib pajak tahun 2020.

Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kalideres tidak hanya berorientasi
administratif, melainkan juga menekankan pendekatan dialogis. Pemeriksa
kerap berdiskusi langsung dengan wajib pajak untuk menemukan titik temu
terkait kemampuan mereka dalam melunasi kewajiban. Apabila wajib pajak
tidak memiliki kapasitas penuh, pendekatan negosiasi digunakan untuk
mencapai kesepakatan nilai pajak yang realistis. Hasil pemeriksaan membantu
meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Pada tahun

2022, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.764.390.657.605 dari target



Rp 1.449.775.548.000. Penerimaan pajak ini terus meningkat setiap tahunnya
hingga tahun 2024.

Tabel 4. Target & Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jakarta Kalideres

Tahun Target Realisasi % Capaian
2022 1.449.775.548.000 1.764.390.657.605 121.7%
2023 1.532.602.323.000 1.564.097.269.848 102.05%
2024 2.078.726.797.000 2.106.266.629.800 101.32%

Sumber : Diolah Peneliti, (2025)

Capaian yang melebihi target di tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan
kepatuhan serta efektivitas pengawasan dan pemeriksaan. Pada tahun 2023
meskipun tidak sebesar capaian tahun sebelumnya, angka ini tetap
menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres
berhasil melampaui target. Selanjutnya, pada tahun 2022 target kembali
meningkat yang memperlihatkan KPP Pratama Jakarta Kalideres mampu
mempertahankan tren positif dalam pemenuhan target melalui efektivitas

kebijakan pengawasan dan pemeriksaan yang dijalankan.

Pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres diharapkan tidak hanya
menghasilkan kepatuhan administratif, tetapi juga kepatuhan substantif yang
dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan. Sebagai bagian
dari pelayanan publik, pemeriksaan pajak menuntut pengelolaan yang
profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pelaksanaan

pemeriksaan tidak dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen yang efektif.

Urgensi fungsi manajemen dalam pemeriksaan erat kaitannya sebagai
pengarah dan pengendali kegiatan pemeriksaan agar seluruh proses dapat
berjalan efektif dan efisien. Proses pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta
Kalideres pasca PPS memperlihatkan adanya penerapan salah satu fungsi
manajemen POSDCORB oleh Gullick (1997) yaitu tahap perencanaan melalui
penetapan target dan seleksi wajib pajak berdasarkan rapat Komite Kepatuhan,
pembagian tugas antar pemeriksa yang memperlihatkan adanya
pengorganisasian, penempatan dan pengelolaan sumber daya manusia

pemeriksa yang merujuk kepada kepegawaian, koordinasi antar unit dalam



KPP Pratama Jakarta Kalideres yang berjalan dengan baik, pelaporan melalui
penyusunan SPHP dan BAHP, serta penganggaran yang mendukung
operasional pemeriksaan. Namun, berbagai kendala masih dihadapi oleh tim
pemeriksa pajak terutama berkaitan dengan data, manajemen SDM dan waktu
pemeriksaan, serta dari kooperatif wajib pajak. Oleh karena itu, untuk menilai
optimalnya pemeriksaan pasca PPS di KPP Pratama Jakarta Kalideres telah
berjalan optimal atau masih menghadapi hambatan, diperlukan analisis

menggunakan fungsi manajemen, salah satunya adalah dengan POSDCORB.

Pada praktiknya, fungsi manajemen erat kaitannya dengan tata kelola yang baik
atau good governance. Fungsi manajemen berfungsi sebagai panduan kerja
sedangkan good govarnance berperan sebagai prinsip yang menjadi pedoman
agar pelaksanaan manajemen berjalan dengan baik. Pemeriksaan di KPP
Pratama Jakarta Kalideres bukan hanya berkaitan dengan teknis pemeriksaan
tetapi bagaimana pemeriksaan tersebut dikelola dengan baik sehingga dapat
memberikan pelayanan yang berkualitas dan tujuan berhasil dicapai. Untuk itu
berdasarkan masalah yang dibahas, penulis ingin melakukan penelitian dalam
bidang pemeriksaan pajak dengan judul “Manajemen Pemeriksaan Pajak Pasca

Program Pengungkapan Sukarela (Studi KPP Pratama Jakarta Kalideres)”.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis menetapkan beberapa masalah utama penelitian ini berdasarkan latar

belakang, sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen pemeriksaan pajak pasca PPS di KPP Pratama
Jakarta Kalideres ditinjau dari fungsi POSDCORB?

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pemeriksaan pajak pasca

PPS?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini

bertujuan untuk :

1. Menganalisis manajemen pemeriksaan pajak pasca PPS di KPP Pratama

Jakarta Kalideres dengan fungsi POSCDORB.

2. Mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses pemeriksaan pajak

di KPP Pratama Jakarta Kalideres.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1.

Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
dalam pengembangan ilmu administrasi negara, khususnya dalam kajian
manajemen publik di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga
akan memperkaya literatur mengenai penerapan manajemen publik dalam
organisasi publik untuk mendukung terciptanya tata kelola yang baik.

Manfaat Praktis

Sementara itu, dari sisi praktis diharapkan hasil penelitian ini akan
berfungsi sebagai masukan, informasi, dan sumber acuan bagi peneliti lain
yang ingin melakukan penelitian tentang subjek yang sama. Bagi instansi
terkait yaitu KPP Pratama Jakarta Kalideres, penelitian ini dapat menjadi
rekomendasi terutama kepada pemeriksa pajak dalam mengelola
pemeriksaan pajak agar lebih efektif, efisien, dan transparan terutama
dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen publik ke dalam proses
pemeriksaan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
mendorong terciptanya kepercayaan publik yang lebih kuat terhadap

administrasi perpajakan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai pijakan bagi penulis untuk
melihat serta membandingkan celah yang belum banyak dikaji. Objek
penelitian yang dipilih ialah penelitian yang mempunyai hubungan berkaitan
dengan manajemen pemeriksaan pajak serta pemeriksaan pasca program
pengampunan pajak. Terdapat lima penelitian terdahulu ini yang penulis

kemukakan dalam penelitian ini.

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No. Nama dan Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian
1. Febriyani &  Iriwati Penelitian ini  Penelitian
(2022), Manajemen memfokuskan bagaimana menemukan bahwa
Pemeriksaan Pajak proses pemeriksaan pajak manajemen

Badan Secara Daring badan dialihkan ke sistem pemeriksaan pada
pada Kantor Pelayanan daring sesuai dengan tahap  perencanaan
Pajak Pratama Jakarta Surat Edaran Dirjen dan controlling masih
Pulo Gadung Pajak No. SE- belum terlaksana
34/PJ/2020, yang dengan maksimal
mengatur  pemeriksaan dikarenakan pandemi
online untuk mengurangi Covid-19  sehingga
tatap muka langsung. pemeriksa pajak sulit
mendapatkan data
yang valid dan

kompeten.
Komunikasi pada saat
pemeriksaan  secara

daring tidak berjalan
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No. Nama dan Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian
secara lancar antara
pemeriksaan  pajak
dengan wajib pajak.
2. Wulaningrum (2023), Penelitian ini Pelaksanaan
Analisis Pengawasan memfokuskan pada pengawasan setelah
Pada Wajib Pajak Pasca wupaya pengawasan yang Tax Amnesty oleh
Tax Amnesty Dalam dilakukan oleh KPP KPP Pratama
Meningkatkan Pratama Pekalongan Pekalongan lebih
Penerimaan Pajak (Studi setelah berakhirnya berfokus untuk
Kasus KPP Pratama program Tax Amnesty mengawasi wajib
Pengkalongan) (Pengampunan  Pajak), pajak dengan potensi
serta mengevaluasi yang besar. Akan
apakah pengawasan tetapi dari segi tingkat
tersebut optimal dalam kepatuhan wajib
meningkatkan kepatuhan pajak setelah Tax
wajib pajak dan Amnesty masih belum
penerimaan pajak. menunjukkan
pencapaian, sehingga
pengawasan yang
dilakukan masih
kurang optimal.
3. Rachmat, dkk (2024), Penelitian ini berfokus Hasil penelitian
Strategi Pemeriksaan pada bagaimana menunjukkan bahwa

Pajak Dalam Mendorong
Peningkatan Tata Kelola
Perusahaan di Bidang

Akuntansi

pemeriksaan pajak tidak
hanya berfungsi sebagai
alat kontrol penerimaan
juga

untuk

negara,  tetapi

sebagai  sarana
memperkuat tata kelola

perusahaan.

pemeriksaan
memiliki peran
penting untuk

mendorong perbaikan

tata kelola perusahaan

dibidang  akuntansi.
Terdapat dua
kecenderungan

perilaku wajib pajak

yakni mereka yang
berani mengambil
risiko dengan

manipulasi  laporan
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No. Nama dan Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian
Penelitian

keuangan dan mereka
yang memilih
menghindari  risiko
dengan menjadi patuh
setelah menjalani
pemeriksaan.

4. Pratama &  Saputra Penelitian ini berfokus Dalam penelitian ini,
(2024), Tinjauan pada pengukuran penilaian efektivitas
Efektivitas Pemeriksaan efektivitas yang dilakukan
Pajak Oleh Fungsional dilakukan oleh menggunakan Indeks
Pemeriksa Pajak Pada fungsional pemeriksa Kinerja Utama (IKU).
KPP Pratama Jakarta pajak menggunakan Hasil menunjukkan
Taman Sari indeks kinerja utama bahwa efektivitas

berdasarkan  peraturan pemeriksaan  cukup
yang dikeluarkan oleh tinggi,  pencapaian
DIJP. penerimaan pajak
melebih target di KPP
Pratama Jakarta
Kalideres tahun 2022.

5. Muhdor (2021), Penelitian in berfokus Pelaksanaan

Efektivitas Pemeriksaan pada evaluasi efektivitas pemeriksaan pajak di

Pajak Dalam Upaya
Meningkatkan

Penerimaan Pajak Pada
Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Surabaya

pemeriksaan pajak yang
dilakukan  oleh  tim
pemeriksa di KPP
Pratama Surabaya dalam
mendorong peningkatan

penerimaan pajak.

KPP Pratama

Surabaya sudah
berpedoman kepada
PMK

No.18/PMK.03/2015

Tentang Cara
Pemeriksaan  Pajak.
Dari sisi efektivitas
berdasarkan Surat

Perintah Pemeriksaan
(SP2), pelaksanaan
pemeriksaan  dapat
dikatakan efektif. Hal
ini  terlihat  dari

capaian tahun 2016
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No. Nama dan Judul Fokus Penelitian Hasil Penelitian

Penelitian

dan 2017  yang
mencapai efektivitas
100%, sedangkan
tahun 2018 sebesar
96,6%, dan tahun
2019 sebesar 92,5%
yang semuanya masih
termasuk kategori
efektif. Namun, bila
dilihat  dari  sisi
penerimaan pajak atas
hasil  pemeriksaan,
efektivitasnya masih

rendah.

Sumber : Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa
pemeriksaan pajak memiliki peran sebagai kontrol penerimaan negara. Pada
KPP tertentu, penerimaan pajak setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan
angka yang cukup tinggi, tetapi masih ada beberapa KPP yang masih tergolong
rendah. Dari berbagai penelitian tersebut terlihat bahwa persoalan utama dalam
pemeriksaan pajak tidak hanya terletak pada prosedur administratif, melainkan
juga menyangkut manajemen, efektivitas, perilaku wajib pajak, hingga hasil

penerimaan yang belum optimal.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak mengkaji manajemen
pemeriksaan pajak secara komprehensif, akan tetapi lebih menekankan pada
efektivitas pemeriksaan serta aspek teknis pelaksanaan pemeriksaan. Padahal,
dari sisi manajemen, keberhasilan pemeriksaan pajak tidak hanya ditentukan
oleh hasil penerimaan atau tingkat kepatuhan semata, melainkan juga oleh
efektivitas pengelolaan sumber daya, koordinasi antar unit, dan koordinasi
dengan wajib pajak. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada penelitian
penulis menitikberatkan setelah PPS berakhir, berbeda dengan penelitian

sebelumnya yang hanya menyoroti kegiatan pemeriksaan rutin baik pada wajib
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pajak badan atau wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini
mengisi celah tersebut untuk memberikan kontribusi baru pada pengembangan
kajian manajemen publik menggunakan fungsi manajemen oleh Gullick (1997)

serta prinsip good govarnance oleh UNDP (1997).

2.2 Tinjauan Tentang Manajemen Publik

2.2.1 Pengertian Manajemen Publik
Secara konseptual, manajemen publik dipandang sebagai penelitian
multidisplin yang mempelajari aspek-aspek umum organisasi. Dalam
praktiknya, manajemen publik merupakan perpaduan antara aspek
manajemen seperti planning, organizing, dan controlling di satu sisi, dengan
pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, hingga
politikdi sisi lainnya (Muhammad, 2024). Konsep ini terbentuk dari gabungan
berbagai disiplin ilmu, seperti manajemen, administrasi publik, kebijakan
publik, dan ilmu politik. Hal tersebut sesuai dengan perspektif Overman
(dalam Muhammad, 2024) yang menegaskan bahwa manajemen publik
berbeda dengan scientific management, walaupun tetap banyak dipengaruhi

oleh prinsip-prinsip yang lahir dari scientific management.

Adapun beberapa pengertian manajemen publik menurut para ahli dalam

Qomariyah (2024) adalah sebagai berikut:

a. Donovon dan Jackson (1991) mendefinisikan manajemen publik sebagai
suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan sejumlah keterampilan.

b. Ott, Hyde, dan Shafritz (1990) menjelaskan manajemen publik berfokus
pada upaya memahami cara organisasi publik melaksanakan kebijakan
yang telah ditetapkan.

c. Nor Ghofur (2014) mendefinisikan manajemen publik sebagai manajemen
pemerintahan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan

pengendalian terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulan dari berbagai penjabaran sebelumnya bahwa manajemen publik

adalah sebuah proses pengelolaan oleh organisasi publik atau entitas
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pemerintahan.  Pengelolaan ini  mencakup aspek  perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, strategi, maupun evaluasi terhadap berbagai
sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi,
maupun sumber daya lainnya. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk
memastikan organisasi publik dapat bekerja sama dengan baik untuk
mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, terutama untuk rangka

memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.

2.2.2 Fungsi Manajemen Publik

Fungsi manajemen merupakan bagian pokok dari proses manajerial yang
menjadi pedoman manajer dalam melaksanakan kegiatan demi tercapainya
tujuan. Gullick (1997) dalam Qomariyah (2024) mengemukakan konsep
POSDCORB yang meliputi tujuh fungsi utama, yaitu planning, organizing,
staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting.

POSDCORB

Gambar 1. Proses Manajemen Publik dalam POSDCORB
Sumber : Gullick (1997)

Rincian dari fungsi-fungsi POSDCORB dijabarkan sebagai berikut:

a. Planning (Perencanaan)
Perencanaan berarti proses penetapan tujuan, perkiraan kondisi masa
depan, serta perumusan strategi untuk mencapainya. Fungsi ini berperan
penting dalam membantu organisasi menentukan tujuan dan jalan ke
depannya. Dalam praktiknya, perencanaan mencakup tiga aktivitas utama,
yaitu:

1) Menetapkan target yang ingin dicapai
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2) Memilih program atau strategi yang tepat untuk mewujudkan tujuan

tersebut.

3) Mengidentifikasi serta mengalokasikan sumber daya yang terbatas

secara efektif.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses pembuatan struktur organisasi guna

mendukung terlaksananya rencana yang telah ditetapkan. Aspek utama

dalam pengorganisasian terletak pada kejelasan pembagian tugas, yakni
siapa yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan, kapan kegiatan tersebut
dilaksanakan, serta apa tujuan yang ingin dicapai. Pada tahap ini juga
terbentuk hubungan kerja dalam organisasi yang didasarkan pada
pembagian wewenang dan tanggung jawab secara jelas.

c. Staffing (Penempatan Pegawai)

Pelaksanaan merupakan tahap realisasi dan rencana yang telah disusun,

dengan cara memberikan arahan sekaligus motivasi kepada pegawai agar

mampu menjalankan tugas sesuai peran dan tugas setiap orang secara
optimal. Pada fungsi ini terdapat dua aspek utama, yaitu:

a)  Staffing, yaitu kegiatan yang berfokus pada pengelolaan sumber
daya manusia, seperti perencanaan kebutuhan tenaga kerja, proses
rekrutmen, seleksi, pelatihan, hingga pengembangan pegawai.

b)  Motivating, yaitu upaya mengarahkan dan mendorong perilaku
individu dalam organisasi agar selaras dengan tujuan yang ingin
dicapai.

d. Directing (Pengarahan)
Salah satu peran penting dalam manajemen adalah pengarahan yang
umumnya dilakukan pada tahap pelaksanaan. Fungsi ini mencakup proses
pengambilan keputusan, pemberian instruksi, serta penyampaian perintah
kepada bawahan agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan
sesuai tujuan organisasi. Pengarahan juga berperan dalam menciptakan
komunikasi yang efektif antara pimpinan dengan pegawai, sehingga dapat

meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan tugas.
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e. Coordinating (Pengkoordinasiaan)
Konsep ini merujuk pada jalinan hubungan antara berbagai bagian atau
unit dalam menjalankan tugas-tugas krusial. Koordinasi diarahkan pada
pemastian bahwa pekerjaan telah dijalankan sesuai dengan arahan yang
ditetapkan.

f. Reporting (Pelaporan)
Pelaporan (Reporting) menurut Gullick (dalam Qomariyah, 2024)
merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyampaian
informasi kepada pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap
eksekutif. Pelaporan berfungsi sebagai mekanisme penting dalam menjaga
transparansi dan akuntabilitas organisasi. Informasi yang dilaporkan tidak
hanya berasal dari dokumentasi rutin, melainkan juga didukung oleh
pencatatan yang teliti, penelitian yang mendalam, serta pemeriksaan yang
sistematis. Dengan adanya pelaporan, pimpinan dapat mengambil
keputusan secara lebih tepat dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi
dalam organisasi.

g. Budgeting (Penganggaran)
Penganggaran (Budgeting) merupakan bagian manajemen publik yang
mencakup perencanaan serta pengawasan keuangan organisasi.
Penyusunan anggaran dilakukan melalui perencanaan operasional
kegiatan yang dituangkan dalam bentuk satuan uang, sehingga dapat
menjadi pedoman bagi lembaga dalam melaksanakan program pada
periode tertentu. Proses ini tidak hanya mencakup perhitungan kebutuhan
biaya, tetapi juga melibatkan negosiasi antara pimpinan dan bawahan
untuk menetapkan alokasi dana yang tepat. Dengan demikian, anggaran
berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan efektivitas,

efisiensi, serta akuntabilitas penggunaan sumber daya organisasi.

2.3 Tinjauan Tentang Good Governance

Secara sederhana good governance diartikan sebagai pengelolaan
pemerintahan yang baik. Akan tetapi, menurut Billah (2002) (dalam
Nurhidayat, 2023) pemerintahan yang baik mengacu pada tindakan atau
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tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai dan berfungsi untuk
mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk
mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut World
Bank (dalam Nurhidayat, 2023) good governance merupakan penyelenggaraan
pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel
serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan pencegahan korupsi baik
secara administratif ataupun politis. Pengertian-pengertian di atas tidak hanya
terbatas pada pengelolaan pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua

lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Good governance muncul sebagai solusi untuk mengatasi berbagai persoalan
di suatu negara dengan menggabungkan peran pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat secara akuntabel serta berorientasi pada efektivitas dan efisiensi.
dalam penerapan good governance terdapat sejumlah syarat yang perlu
dipenuhi, antara lain partisipasi, efisiensi dan efektivitas, transparansi, serta
keadilan, Prinsip tata pemerintahan yang baik menjadi unsur penting dalam
menciptakan sistem pemerintahan yang ideal. Mengacu pada United Nations
Dvelopment Program (UNDP) (Sedarmayanti, 2012 dalam Yuliono, 2019)
terdapat karakteristik atau prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam

penerapan pemerintahan yang baik, yaitu :

a. Akuntabilitas
Setiap tindakan atau program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat disebut akuntabilitas. (Nurhidayat, 2023). Akuntabilitas berarti
bahwa pejabat publik bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah
memberikan mereka wewenang dan delegasi untuk menangani berbagai
masalah dan kepentingan publik. Penerapan asas akuntabilitas bertujuan
agar penyelenggaraan urusan publik selalu terawasi, sehingga mencegah
terjadinya praktik KKN dan mendorong profesionalisme aparatur. Dengan
demikian, pejabat publik dapat berfokus pada pemenuhan kepentingan
masyarakat. Akuntabilitas yang dijalankan dengan baik akan memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
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b. Transparansi
Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberi kesempatan
kepada masyarakat untuk mengakses dan mengetahui berbagai informasi
terkait penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang disampaikan harus
selalu  update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Transparansi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada
masyarakat serta bagian dari upaya meningkatkan manajemen dan tata
kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utamanya adalah membangun
kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan publik.

c. Penegakan Hukum
Hukum memegang peran penting dalam menegakkan keadilan dan
kebenaran. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh
sistem hukum yang kuat dan memiliki kepastian. Kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah akan tumbuh apabila hukum ditegakkan secara
konsisten dan tanpa diskriminasi. Sebaliknya, jika penegakan hukum lemah
dan tidak adil, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun.

d. Responsif
Pemerintah perlu memahami dan menganalisis kebutuhan masyarakat tanpa
harus menunggu mereka menyampaikan keinginannya. Prinsip
responsivitas berkaitan dengan kesediaan serta kemampuan aparatur untuk
membantu masyarakat, menanggapi permintaan mereka, memberikan
informasi yang dibutuhkan, dan menyelenggarakan pelayanan dengan
cepat. Dengan menunjukkan daya tanggap yang optimal, pemerintah dapat
meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik
(Nurhidayat, 2023).

e. Kesetaraan dan Keadilan
Pemerintahan yang baik memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki
dan perempuan dalam upaya meningkatkan serta mempertahankan kualitas
hidup mereka. Pemerintah yang dijalankan dengan kejujuran dan keadilan
akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, sekaligus memperoleh

legitimasi dan dukungan publik. Oleh karena itu, penting untuk membangun
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pemerintahan yang transparan, adil, dan jujur agar setiap warga negara

memperoleh pelayanan yang setara tanpa diskriminasi.

. Berorientasi Konsesus

Pemerintahan yang baik berperan sebagai penengah dalam mengakomodasi
berbagai kepentingan yang berbeda, dengan tujuan menciptakan
keseimbangan dan memberikan kesempatan terbaik bagi setiap pihak.
Selain itu, pemerintah juga harus mampu merumuskan kebijakan dan
menetapkan prosedur yang adil untuk memenuhi kepentingan bersama
secara harmonis.

. Efektivitas dan Efisiensi

Dalam pelaksanaan program dan kebijakan, pemerintah harus berpegang
pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Suatu program dikatakan efektif
apabila dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan. Sementara itu, efisien berarti penggunaan anggaran dan
sumber daya yang dilakukan secara optimal sesuai dengan kebutuhan.
Efektivitas mencerminkan sejauh mana organisasi mampu mencapai hasil
kerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugasnya. Jika tujuan tercapai
sesuai dengan rencana dan sumber daya yang tersedia, maka kegiatan
tersebut dianggap efektif. Menurut Mardiasmo (dalam Nurhidayat, 2023)
efisiensi berkaitan erat dengan produktivitas, yang diukur melalui
perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan.
Suatu kegiatan operasional dapat disebut efisien apabila hasil yang dicapai
maksimal dengan penggunaan sumber daya dan biaya seminimal mungkin.
. Partisipasi

Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang
sah. Keterlibatan ini didasari oleh rasa percaya dan kebebasan masyarakat
untuk menyampaikan pendapat serta berperan secara positif. Melalui
partisipasi, masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat juga
memperkuat legitimasi serta kredibilitas pemerintah dalam membuat

kebijakan.
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2.4 Tinjauan Tentang Perpajakan

2.4.1 Dasar Perpajakan
Secara umum, pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat

kepada negara berdasarkan undang-undang, sifatnya memaksa, dan tidak
memberikan kompensasi secara langsung (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1
ayat (1)). Definisi pajak menurut beberapa ahli oalah sebagaimana berikut

yang dikutip dari Pietersz, dkk, (2021) dan Ariffin & Situabuana (2022) :

a. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak diartikan sebagai
kontribusi masyarakat ke nas negara sesuai ketentuan undang-undang
yang bersifat memaksa dan tidak disertai imbalan langsung tetapi
hasilnya digunakan untuk menutup pengeluaran negara demi
kepentingan bersama.

b. Menurut Edwin, uang dari pajak akan dimanfaatkan untuk memproduksi
barang dan jasa, masyarakat mendapatkan benefit dari pembayaran pajak
tetapi tidak ditunjukkan secara perorangan.

c. Menurut Prof. Dr. PJ.A. Andriani, Pajak adalah iuran wajib yang
dibayarkan rakyat kepada negara sesuai ketentuan undang-undang, tanpa
balas jasa langsung, guna mendukung pengeluaran publik dan

pelaksanaan tugas pemerintahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka pajak dapat disimpulkan sebagai
instrumen penting bagi negara yang wajib serta diatur dal undang-undang
dengan tidak adanya jasa langsung kepada individu yang digunakan sebagai
sumber utama pembiayaan negara dalam menyelenggarakan pembangunan

dan kesejahteraan bersama.

Ada beberapa fungsi pajak bagi negara menurut pemungutannya (Satriya,

dkk., 2024) sebagai berikut :

a. Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak sebagai fungsi anggaran masuk ke dalam komponen pendapatan di
kerangka APBN. Pemerintah biasanya menyusun kerangka APB untuk
masa satu tahun anggaran. Misalnya, pada tahun 2024 pajak memberikan

sekitar 97,2% yaitu Rp 1.932,4 T. Anggaran pendapatan dari sektor pajak
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tersebut akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, akan tetapi
dari pemungutan pajak tidak cukup untuk membiayai kebutuhan belanja
negara. Oleh karena itu, terdapat sumber pendapatan negara lainnya
seperti hibah dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kendati
demikian, pajak tetap menjadi sumber pemasukan utama bagi keuangan
negara. Contoh pajak sebagai sumber penerimaan negara adalah Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
lainnya.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi untuk mengarahkan dan melaksanakan program
pemerintah pada aspek sosial dan ekonomi, sekaligus mencapai tujuan di
luar ranah keuangan. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah mampu
mengatur laju pertumbuhan ekonomi. Wajib pajak yang ingin
mendapatkan fasilitas infrastruktur yang layak, mereka harus membayar
kepada pemerintah sebagai kontribusi untuk pembangunan, misalnya
melalui kebijakan tarif PPh Final 0,5% dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

c. Fungsi Stabilitas
Fungsi stabilitas dari pajak terlihat ketika pemerintah menggunakan
penerimaan pajak untuk mendukung kebijakan yang menjaga kestabilan
harga sehingga perekonomian tetap terkendali. Upaya ini dilakukan
untuk mengontrol peredaran uang di masyarakat sehingga tidak terjadi
inflasi dan tercapainya penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Hasil pajak dipakai pemerintah untuk keperluan publik salah satunya
membuka lapangan kerja baru dan pada gilirannya meningkatkan
pendapatan masyarakat. Fungsi pajak untuk redistribusi ekonomi
merupakan wujud ideal dari pembangunan nasional. Pajak akan diambil
dari kelompok masyarakat kaya lalu akan disalurkan kembali untuk

pembangunan dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

Pelaksanaan kewenangan pemungutan pajak di Indonesia dilakukan oleh

Direktorat Jendral pajak, Direktorat Jendral Bea dan Cukai di bawah
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Kementerian Keuangan, serta Dinas Pendapatan Daerah baik di tingkat
provinsi maupun kabupaten atau kota. UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang
Pajak Penghasilan pasal 2 ayat (1) menuliskan bahwa subyek pajak terdiri

atas :

Individu atau perseorangan
b. Warisan yang belum dibagi menjadi satu kesatuan berfungsi sebagai
pengganti hak pihak yang seharusnya menerimanya.

c. Badan perseorangan terbatas atau lembaga lainnya

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak
Fadhilah dalam Maharini, Endiana, dan Kumalasari (2021) menyatakan

bahwa bagian penting yang mendukung pemungutan pajak ditentukan oleh
sistem pajak yang efektif. Perpajakan di Indonesia mempunyai tiga sistem

pemungutan pajak :

a. Official Assessment System
Sistem pajak ini menempatkan kewenangan pada pemerintah (fiskus)
untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh wajib
pajak. Pada mekanisme tersebut, wajib pajak biasanya pasif dan
menunggu keputusan pihak fiskus. Dengan demikian, peran aktif hanya
ada pada fiskus untuk menjamin penerimaan pajak masuk ke kas negara.
Jumlah pajak yang sudah ditetapkan dituangkan dalam Surat Ketetapan
Pajak, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk memenuhi

kebutuhannya,

Sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, sistem ini
digunakan dengan mekanisme dimana aparat pajak secara langsung
menemui pebisnis dan masyarakat untuk mengajak mereka mendaftar
sebagai wajib pajak. Namun, kelemahannya adalah munculnya praktik
tawar-menawar antara fiskus dan wajib pajak yang berpotensi
dimanfaatkan secara tidak jujur oleh oknum fiskus. Kondisi ini juga
berdampak pada minimnya pembinaan dan pengarahan kepada wajib

pajak ketika membayar pajaknya.
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Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan keleluasaan kepada wajib
pajak untuk secara mandiri menghitung, memperhitungkan, menyetor,
dan melaporkan besarnya pajak terutang. Landasan hukum pelaksanaan
sistem self assessment terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya pada ayat 3
yang menjelaskan bahwa :

a) Tanpa menunggu diterbitkannya surat ketetapan pajak, wajib pajak
wajib memenuhi kewajiban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

b) Jumlah pajak yang benar dihitung berdasarkan total pajak yang
tercantum dalam SPT pelaporan wajib pajak.

c¢) Jika Direktur Jendral Pajak menemukan adanya ketidaksesuaian
dalam laporan SPT, maka Direktur Jendral Pajak berwenang untuk

menetapkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Pemungutan pajak dengan self assesment system dilakukan melalui

beberapa tahapan yaitu :

1) Wajib pajak terlebih dahulu melalukan pendaftaran pada Kantor
Pelayanan Pajak.

2) Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

3) Setelah dihitung, pajak disetor melalui bank persepsi atau kantor
pos.

4) Bukti pembayaran itu selanjutnya dilaporkan kepada Direktur
Jendral Pajak.

5) Wajib pajak mengisi SPT dengan benar dan sesuai untuk

menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

Penerapan self assessment system di Indonesia dimulai pada tahun
1984, pasca dilaksanakannya reformasi perpajakan tahun 1983. Melalui
sistem ini, administrasi perpajakan berperan sebagai perpanjangan
tangan pemerintah dalam menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan,

serta kontrol atas pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib
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pajak. Penerapan sistem tersebut secara teknis mendorong lahirnya

kepatuhan wajib pajak secara sukarela (voluntary compliance).
c. Witholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi
pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak itu sendiri) kewenangan
untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan wajib pajak
(Putri & Indriana, 2020). Sistem ini menetapkan perhitungan besarnya
pajak oleh pihak ketiga, tidak wajib pajak ataupun aparat pajak.
Penerapannya tampak pada mekanisme penghasilan karyawan dipotong
langsung oleh bendahara instansi, sehingga karyawan terbebas dari
kewajiban membayar secara mandiri. Pemotongan dilakukan untuk
memastikan bahwa pajak wajib pajak dipungut langsung dari sumber
pendapat, sebelum pendapatan itu diberikan kepada wajib pajak
(Subagijo & Lie, 2024).

2.4.3 Besaran Tarif Pajak
Menurut Rianty (2020), secara teoritis terdapat beberapa jenis tarif yang dapat

diterapkan dalam pemungutan pajak, yaitu :

a. Tarif Pajak Proprosional, yaitu tarif dengan persentase yang tetap tanpa
mengubah dasar pengenaan pajak berubah. Contohnya Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dengan tarif 11% dari berapa pun nilai objek pajaknya.

b. Tarif Pajak Tetap atau Regresif, yakni tarif dengan nominal yang sama
tanpa mempertimbangkan besar kecilnya dasar pengenaan pajak. Tarif ini
selalu tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya bea materai.

c. Tarif Pajak Progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin tinggi
seiring bertambahnya nilai objek pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi
tiga, yaitu : 1) Tarif Progresif-Progresif ; 2) Tarif Progresif-Tetap ; dan 3)
Tarif Progresif-Degresif.

d. Tarif Pajak Degresif, yakni tarif dalam bentuk persentase yang semakin
menurun seiring bertambahnya nilai objek pajak. Penurunan persentase
tidak berarti jumlah pajak terutang ikut menurun, melainkan dapat tetap

besar karena dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi. Tarif degresif
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terdiri atas tiga jenis, yaitu : 1) Tarif Degresif-Degresif ; 2) Tarif Degresif-
Tetap ; dan 3) Tarif Degresif-Progresif.

2.5 Tinjauan Tentang Program Pengungkapan Sukarela

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah kebijakan pemerintah yang
menyediakan kesempatan bagi wajib pajak agar mau secara sukarela
melaporkan atau menunaikan kewajiban pajak yang belum dipenuhi dengan
cara membayar pajak penghasilan atas harta yang diungkapkan. PPS diatur
dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang kemudian disahkan
menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Salah satu ketentuan
dalam UU tersebut adalah pelaksanaan PPS yang juga dikenal sebagai tax
amnesty jilid 11 dan dasar pelaksanaan program ini tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela yang ditetapkan tanggal 23
Desember 2021. Adapun pelaksanaan PPS berlangsung mulai 1 Januari 2022
hingga 30 Juni 2022.

Terdapat dua skema kebijakan PPS, yaitu kebijakan skema I diperuntukkan
bagi wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah menjadi peserta fax
amnesty dengan basis aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 serta
kebijakan skema II ditunjukkan kepada wajib pajak orang pribadi yang belum
melaporkan kekayaan yang mereka peroleh pada dari tahun 2016 sampai tahun
2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2020. Rincian

kebijakan skema I Program Pengungkapan Sukarela, sebagai berikut:

a. Pembayaran PPh final menurut pengungkapan harta yang belum dilaporkan
oleh peserta tax amnesty

b. Peserta yang bisa mengikuti PPS adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib
pajak badan

c. Acuan pengungkapan harta yaitu harta sampai dengan 31 Desember 20155
yang belum diungkapkan pada saat mengikuti tax amenesty

d. Tarif yang dikenakan yaitu 11% untuk harta yang dilaporkan dari luar

negeri, 8% untuk harta luar negeri yang dikembalikan serta harta dalam
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negeri, serta 6% bagi harta luar negeri yang dikembalikan dan aset dalam

negeri yang diinvestasikan ke SBN.
Selanjutnya untuk kebijakan skema II PPS, sebagai berikut :

a. Pembayaran PPh final untuk harta yang belum dilaporkan dalam SPT
Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun 2020

b. Peserta yang bisa mengikuti PPS adalah wajib pajak orang pribadi

c. Harta yang diungkapkan adalah harta yang belum dilaporkan dalam SPT
Tahunan 2020 dan diperoleh dari tahun 2016 hingga tahun 2020

d. Tarif yang dikenakan yaitu 18% untuk harta deklarasi luar negeri, 14%
untuk harta luar negeri repatirasi dan harta dalam negeri, serta 12% untuk
harta var negeri repatirasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam

SBN.

Wajib pajak yang berpartisipasi dalam PPS kebijakan I terbebas dari sanksi
200% atas PPh kurang bayar menurut Pasal 18 ayat 3 UU Pengampunan Pajak.
Sedangkan, wajib pajak yang berpartisipasi dalam Program Pengungkapan
Sukarela kebijakan II tidak akan menerima SKP untuk kewajiban 2016-2020,
kecuali ada harta yang kurang dilaporkan. Tidak hanya itu, apabila wajib pajak
berpartisipasi mengikuti program ini maka mereka bisa terbebas dari

penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Pasal 10 disebutkan
bahwa wajib pajak dapat menyampaikan harta bersih mereka dengan mengisi
dan mengirim SPPH secara online melalui laman Direktorat Jendral Pajak
sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Pengungkapan Harta Bersih
melalui program ini diakui sebagai tambahan penghasilan atau PPh Final yang
harus dibayar kepada negara melalui bank, pos persepsi menggunakan kode
billing. Kemudian, pembayaran ini akan dikonfirmasi dengan Nomor Transaksi

Penerimaan Negara (NTPN).
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2.6 Tinjauan Pemeriksaan Pajak

2.6.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang

Pemeriksaan Pajak menegaskan bahwa Direktur Jendral Pajak memiliki
kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.
Sementara itu, Mardiasmo dalam Muhdor (2021) menjelaskan bahwa
pemeriksaan pajak merupakan kegiatan untuk mencari, menghimpun, dan
mengolah data dan informasi lain guna mengu;ji tingkat kepatuhan wajib
pajak serta untuk tujuan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum

yang berlaku.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai
pemeriksaan pajak, beberapa pakar dan lembaga memberikan definisi

sebagaimana dikutip dalam Tahyu (2020), antara lain :

a. Norman D. Nowak menyatakan bahwa “the auditing of taxpayers’s books
is the usual means where respect for the tax service in finding and
punishing evasion is developed”. Hal ini menunjukkan bahwa
pemeriksaan tidak hanya sekadar meneliti angka, tetapi juga merupakan
sarana strategis untuk menegakkan kepatuhan, menjaga kredibilitas sistem
perpajakan, serta menumbuhkan rasa hormat masyarakat terhadap otoritas
pajak.

b. Mc. Falland dalam Sanford (1989) mendefinisikan pemeriksaan sebagai
bentuk pengawasan, yakni “control is process by which an executive gets
performance of his subordinates to correspond as closely as possible to
chosen plans, orders, objectives or policies”. Definisi ini mengisyaratkan
bahwa pengawasan bukan hanya bersifat pasif, melainkan suatu proses
untuk memastikan seluruh sumber daya bekerja sesuai rencana, kebijakan,
dan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Lumbantoruan (1996) berpendapat bahwa pemeriksaan pajak memiliki

cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pemeriksaan keuangan.
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Kesimpulan dari berbagai definisi diatas bahwa pemeriksaan pajak
merupakan kegiatan mengumpulkan dan mengelola data, informasi, atau
bukti secara objektif dan profesional sesuai dengan prosedur pemeriksaan,
yang bertujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak maupun untuk
kepentingan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Pemeriksaan ini berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah dalam menilai
seberapa patuh wajib pajak sehingga pajak bisa dipungut secara adil dan

sesuai dengan aturan.

Kepmen Nomor 625/KMK.04/1994 pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa
pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat
Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak dan
diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Adapun hasil
dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pemeriksaan, Direktorat Jendral Pajak

juga telah menetapkan aturan mengenai standar kompetensi pemeriksa pajak

melalui PER-23/PJ/2013 (Daris, dkk, 2021).

2.6.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak
Pasal 29 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Direktur Jendral Pajak

memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji
kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pengujian
kepatuhan tersebut dilakukan melalui penelusuran akurasi SPT, pembukuan,
pencatatan serta kewajiban perpajakan lainnya dengan membandingkannya

terhadap kondisi atau usaha yang dilakukan oleh wajib pajak

Selain itu untuk menguji kepatuhan pemeriksaan dapat dilaksanakan untuk

kepentingan lain, misalnya :

a. Penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b. Penerbitan atau pencabutan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP).

c. Menentukan besaran angsuran pajak dalam periode tertentu bagi wajib
pajak baru.

d. Pengajuan keberatan atau banding oleh wajib pajak.
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e. Pengumpulan data untuk menyusun aturan perhitungan

f. Verifikasi data atau keterangan pendukung.

g. Penetapan wajib pajak yang berlokasi di wilayah tertentu.

h. Penetapan lokasi wajib pajak untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh).

2.6.3 Jenis Pemeriksaan Pajak

PMK Nomor 15 Tahun 2025 mengatur bahwa pemeriksaan bertujuan menilai
kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajak dibedakan menjadi

tiga tipe, yaitu :

a. Pemeriksaan Lengkap, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap pos
dalam SPT maupun SPT Objek Pajak dengan analisis mendalam.

b. Pemeriksaan Terfokus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan hanya pada
beberapa bagian tertentu di SPT maupun SPT Objek Pajak, tetapi tetap
dengan pengujian yang mendalam.

c. Pemeriksaan Spesifik, yaitu pemeriksaan yang dilakukan secara terbatas
dan sederhana terhadap bagian-bagian tertentu dalam  Surat
Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, atau data maupun

kewajiban perpajakan tertentu.

Pemerintah menetapkan batas waktu pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan
jenisnya. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2025,
pemeriksaan lengkap diberikan jangka waktu paling lama lima bulan,
pemeriksaan terfokus maksimal tiga bulan, sedangkan pemeriksaan spesifik
hanya satu bulan. Perhitungan jangka waktu tersebut dimulai sejak diterbitkan

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

2.6.4 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Tahapan awal pemeriksaan pajak menurut PMK Nomor 15 Tahun 2025 :

a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengajukan usulan pemeriksaan
atau menyampaikan data normatif kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak.

b. Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak menerbitkan dan menyerahkan Lembar
Penugasan Pemeriksaan (LP2) kepada Kepala KPP.

c. Kepala KPP menyusun nota dinas dan menunjuk tim pemeriksa.
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d. Nota dinas dijadikan acuan oleh tim pemeriksa untuk melakukan persiapan
dan menyusun rencana pemeriksaan.
e. Kepala KPP menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang menjadi

dasar resmi bagi tim pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Pasca tahap awal itu, maka prosedur pemeriksaan pajak adalah sebagai

berikut:

a. Petugas pemeriksa harus memiliki dengan Surat Perintah Pemeriksaan
(SP2) dan menunjukkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

b. Wajib pajak yang diperiksa harus :

1) Menunjukkan dan meminjamkan buku, catatan, dokumen lainnya yang
terkait dengan penghasilan, usaha, pekerjaan bebas, atau objek pajak
terutang.

2) Memberikan petugas inspektur akses untuk meninjau lokasi atau area
tertentu yang dianggap penting untuk kelancaran pemeriksaan.

3) Menyampaikan keterangan yang diperlukan sesuai permintaan petugas
pemeriksa.

c. Jika dalam pemeriksaan Wajib Pajak memiliki kewajiban menjaga
kerahasiaan atas pembukuan, pencatatan, atau dokumen yang diminta,
maka kewajiban untuk merahasiakan tersebut ditiadakan.

d. Dalam kasus dimana wajib pajak tidak memenuhi tanggung jawabnya
sesuai dengan poin 2, Direktur Jendral Pajak memiliki kewenangan untuk

menyegel lokasi atau ruang tertentu.

2.7 Kerangka Berpikir
Sejak penerapan self assesement system di perpajakan Indonesia, wajib pajak
diberikan ruang untuk melaporkan pajak terutang mereka sendiri. Akan tetapi,
banyaknya wajib pajak yang tidak mengungkapkan keseluruhan hartanya
dalam SPT (Surat Pemberitahuan) berakibat wajib pajak harus membayar
sanksi tarif PPh Final yang cukup besar sekitar 200%. Oleh karena itu,
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan

keringanan bagi wajib pajak yang lalai akan pelaporan harta mereka dalam SPT
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Tahunannya. Pada tahun 2022, pemerintah meluncurkan PPS bagi wajib pajak
yang belum melaporkan harta untuk segara mengungkapnya melalui penetapan
Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK/03/2021. Tentunya kebijakan ini
meringankan beban sanksi bagi wajib pajak sehingga mereka tidak perlu

membayar mahal tarif PPh Final.

Setelah berakhirnya program tersebut, DJP tetap melakukan fungsi
pengawasan terhadap hasil dari program tersebut. Pengawasan tersebut
dilakukan oleh bagian pemeriksaan pajak dari setiap KPP, termasuk KPP
Pratama Jakarta Kalideres untuk menganalisis apakah ada harta tersembunyi
yang tidak atau kurang diungkapkan. Pemeriksaan tersebut dilakukan sampai

tahun 2027.

Analisis menggunakan fungsi manajemen publik yaitu POSCDORB
(Planning, Organizing, Staffing, Coordinating, Reporting, Budgeting),
penelitian ini akan mengetahui tata kelola pemeriksaan pajak pasca PPS di KPP
Pratama Jakarta Kalideres mulai dari perencanaan hingga pengawasan tersebut
dilakukan. Keberhasilan manajemen dalam proses pemeriksaan pajak tentunya
akan diukur menggunakan prinsip good govarnancce dikarenakan
pemeriksaan pajak sebagai bagian dari pelayanan publik harus dilaksanakan
secara akuntabel, transparan, dan responsif terhadap wajib pajak Dalam
penelitian ini peneliti hanya berfokus kepada empat prinsip good govarnance
sesuai dengan permasalahan yang ada di lapangan yaitu akuntabilitas,
transparansi, responsivitas, serta efektivitas dan efisiensi. Dengan
mengintegrasikan indikator tersebut, peneliti dapat menilai kualitas
manajemen pemeriksaan pajak baik dari sisi internal organisasi maupun

terhadap pelayanan kepada wajib pajak.
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Sumber : Diolah Peneliti, (2025)
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan desain
deskriptif. Sugiyono (dalam Hasan, dkk., 2025) menyebutkan bahwa penelitian
kualitatif menitikberatkan pada pemahaman terhadap suatu fenomena yang
mempertimbangkan konteks serta pengalaman partisipan penelitian. Ini juga
sejalan dengan apa yang dikatakan Creswell (dalam Roosinda, dkk., 2021)
yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara penelitian untuk
memahami masalah manusia di lingkungan sosial sehingga dapat
menghasilkan pemahaman yang mendalam dan memberikan data yang tepat.
Data yang dianalisis dalam penelitian kualitatif umumnya berupa informasi
non-numerik, seperti hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen.

Peneliti dianggap sebagai alat penting dalam penelitian kualitatif.

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang
fenomena yang akan diteliti, serta penjelasan yang akurat dan sistematis
tentang hubungan antara fenomena tersebut. atau lewat pendekatan kualitatif,
peneliti berupaya memahami bagaimana individu memaknai pengalaman
mereka, bagaimana pola interaksi terbentuk dalam situasi tertentu, serta
bagaimana persepsi mereka terhadap fenomena yang diteliti. Dalam konteks
penelitian ini, peneliti akan dapat mendeskripsikan proses pemeriksaan pajak
pasca PPS di KPP Pratama Jakarta Kalideres yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan pemeriksaan pajak.
Peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbagai metode
penelitian untuk menganalisis manajemen pemeriksaan pajak sehingga akan
lebih mudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian

ini.
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3.2 Fokus Penelitian
Iswahyudi, dkk (2023) menyatakan fokus penelitian adalah sesuatu yang

berkonsentrasi pada topik penelitian tertentu. Penulis menetapkan fokus
penelitian yang mengacu kepada aspek manajerial dan tata kelola organisasi
dalam proses pemeriksaan pajak pasca PPS di KPP Pratama Jakarta Kalideres.
Peneliti menggunakan kerangka fungsi manajemen publik POSDCORB yang
dikembangkan oleh Gullick (1997) sebagai instrumen analisis utama untuk

membedah fungsi manajerial organisasi.

Guna memberikan pemahaman mendalam mengenai keberhasilan manajemen
tersebut, peneliti mengintegrasikan indikator tata kelola dalam fungsi-fungsi
POSCDORB tersebut yang bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi
manajemen sudah berjalan optimal. Adapun rincian fokus penelitian yang

mengacu pada kerangka POSDCORB, sebagai berikut :

a. Planning (Perencanaan), fokus ini meninjau bagaimana KPP Pratama
Jakarta Kalideres merencanakan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko
data pasca PPS secara terukur. Peneliti akan menguraikan bagaimana proses
awal pemeriksaan sebagai tahap perencanaan pasca PPS termasuk
pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa. Dalam indikator ini, peneliti
juga akan menilai akuntabilitas pemeriksa kepada wajib pajak dalam setiap
langkah pemeriksaan yang akan ditinjau dari perspektif pemeriksa pajak.

b. Organizing (Pengorganisasian), fokus ini meninjau pembagian struktur
tugas yaitu tim kerja yang menangani kasus pasca PPS dan pengelompokan
kerja dalam KPP Pratama Jakarta Kalideres khususnya dalam Fungsional
Pemeriksa Pajak. Peneliti akan menganalisis bagaimana pengaturan alur
kerja pemeriksaan dan pembagian tugas antar fikus pajak. Oleh karena itu,
fokus ini bertujuan untuk melihat sejauh mana struktur organisasi yang ada
mampu mendukung hasil pemeriksaan secara efektif dan efisien.

c. Staffing (Kepegawaian), fokus ini meninjau penempatan tim kerja atau
personel dan kecukupan kompetensi SDM KPP Pratama Jakarta Kalideres
khususnya Fungsional Pemeriksa Pajak. Hal ini memastikan bahwa fiskus
pajak telah dilakukan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi

masing-masing agar pemeriksaan berjalan lebih efektif.
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d. Directing (Pengarahan), fokus ini meninjau pemberian instruksi dari
pimpinan kepada anggota pemeriksa pajak. Peneliti akan menggali apakah
pengarahan pimpinan sudah sesuai atau efektif sehingga pemeriksaan pajak
tetap berjalan solutif di keterbatasan waktu. Pada fokus directing peneliti
juga akan menjelaskan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang tim
pemeriksa gunakan.

e. Coordinating (Koordinasi), fokus ini meninjau keselarasan koordinasi antar
unit di KPP Pratama Jakarta Kalideres dalam proses pemeriksaan pajak
pasca PPS. Koordinasi yang akan ditelaah adalah koordinasi internal KPP
Pratama Jakarta Kalideres, koordinasi Fungsional Pemeriksa Pajak,
koordinasi pemeriksa pajak dengan wajib pajak, dan koordinasi eksternal
KPP Pratama Jakarta Kalideres dengan pihak lainnya beserta dengan media
yang digunakan pada saat melakukan koordinasi. Peneliti juga akan menilai
responsivitas pemeriksa pajak dalam merespons keluhan dan klarifikasi
wajib pajak yang akan ditinjau dengan perspektif wajib pajak maupun
pemeriksa pajak.

f. Reporting (Pelaporan), fokus ini meninjau mekanisme pelaporan hasil
pemeriksaan baik secara internal maupun penyampaian kepada wajib pajak.
Dalam indikator ini, peneliti juga akan menilai transparansi pemeriksa pajak
dalam menyampaikan tujuan pemeriksaan, dasar hukum atas koreksi yang
dilakukan, serta hak-hak wajib pajak. Sehingga pelaporan yang dilakukan
pemeriksaan diberikan secara terbuka untuk membangun kepercayaan di
antara pemeriksa pajak maupun kepada wajib pajak.

g. Budgeting (Penganggaran), fokus ini meninjau pengelolaan alokasi
anggaran operasional yang mendukung kelancaran pemeriksaan pajak.
Tujuannya adalah untuk menilai apakah dukungan anggaran tersebut

dikelola secara efisien untuk menjamin produktivitas pemeriksaan pajak.

Selain menganalisis ketujuh fungsi diatas, fokus penelitian juga mencakup
identifikasi terhadap berbagai kendala atau hambatan yang muncul dalam
proses pemeriksaan yang mempengaruhi tata kelola pemeriksaan pajak pasca

PPS di KPP Pratama Jakarta Kalideres.
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3.4

39

Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Kalideres yang beralamat di Jalan Raya Duri Kosambi No. 36-37, Duri
Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750.
Pemilihan lokasi ini didasarkan pada KPP Pratama Jakarta Kalideres termasuk
salah satu kantor pajak yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan
pemeriksaan pajak di wilayah Jakarta Barat. Tidak hanya itu, KPP ini juga aktif
dalam mengimplementasikan Program Pengungkapan Sukarela. Kanwil DJP
Jakarta Barat mencatat 113.056 wajib pajak yang mengikuti PPS di wilayah
Jakarta Barat. Hal ini menempatkan KPP Pratama Jakarta Kalideres pada posisi
penting dalam melakukan tindak lanjut khususnya pemeriksaan pajak pasca
PPS, schingga relevan untuk diteliti. KPP Pratama Jakarta Kalideres
menyediakan data dan informasi pemeriksaan yang dibutuhkan peneliti untuk

mendukung kelancaran proses penelitian.

Sumber Data

Data berfungsi sebagai elemen fundamental dalam penelitian karena ketepatan
dan kualitas data akan memengaruhi tingkat validitas serta akurasi dari hasil
penelitian (Afrizal dalam Sulung & Muspawi, 2024). Data yang akurat dan
konsisten membantu peneliti membuat kesimpulan yang benar, sehingga
hasilnya bisa dipercaya serta relevan untuk diaplikasikan dalam cakupan yang
lebih luas. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan data primer dan data

sekunder sebagai sumber utama, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

a. Data Primer
Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh langsung oleh
peneliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari
pengamatan di lapangan serta wawancara mendalam dengan informan
penelitian, yaitu pegawai fungsional pemeriksa pajak di KPP Pratama
Jakarta Kalideres, Melalui wawancara dan observasi ini, peneliti berupaya

menangkap fenomena dari sudut pandang informan, mencakup persepsi,
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pengalaman, hingga dinamika yang terjadi dalam praktik manajemen

pemeriksaan pajak pasca PPS.

Pertanyaan mendasar yang penulis sampaikan ialah sebagai berikut :

a) Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
koordinasi, pelaporan, dan penganggaran pemeriksaan pajak pasca
program PPS dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kalideres dan sudahkah
sesuai dengan beberapa prinsip tata kelola dalam manajemen?

b) Apa hambatan dalam manajemen pemeriksaan pajak?

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang tidak dikumpulkan sendiri oleh

peneliti, tetapi melalui media atau pihak ketiga. Dalam penelitian ini,

peneliti juga memanfaatkan berbagai referensi berupa buku, artikel ilmiah,
dan penelitian sebelumnya yang terkait. Data sekunder yang penulis
gunakan antara lain :

a) Peraturan perpajakan dan kebijakan terkait pemeriksaan pajak

b) Peraturan perpajakan terkait PPS

c¢) Laporan kegiatan pemeriksaan, pedoman kerja pemeriksa, dan dokumen

internal KPP

d) Penelitian terdahulu dan literatur akademik yang membahas pemeriksaan

pajak atau PPS.

3.5 Teknik Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data menjadi bagian penting dalam sebuah penelitian,
karena melalui proses inilah informasi yang relevan untuk mendukung studi
diperoleh. Dalam penelitian ilmiah, aktivitas ini dilakukan secara terencana dan
terorganisasi guna mendapatkan data sesuai dengan tujuan yang telah
ditentukan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak
akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan
(Sugiyono, 2022). Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu
wawancara sebagai metode utama dalam penelitian untuk memperoleh
informasi yang mendalam terkait manajemen pemeriksaan pajak pasca PPS di

KPP Pratama Jakarta Kalideres, selanjutnya ada observasi yaitu peneliti akan
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melakukan pengamatan mendalam terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh
fungsional pemeriksa pajak dan komunikasi antar wajib pajak dengan
pemeriksa pajak, terakhir peneliti akan melakukan studi dokumentasi yang
berfungsi sebagai pelengkap data yang diperoleh dari kedua metode
sebelumnya juga menjadi sumber penting untuk memahami kebijakan,
prosedur, dan struktur yang berlaku dalam pengelolaan pemeriksaan pajak di

KPP Pratama Jakarta Kalideres.

a. Wawancara
Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti
dan informan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai
fenomena penelitian (Sulistiyo, 2023). Menurut Sugiyono (2022),
wawancara memungkinkan peneliti memahami persepsi dan pengalaman
informan yang tidak dapat dicapai lewat pengamatan. Dalam studi ini,
wawancara dilakukan dengan pegawai fungsional pemeriksa pajak KPP
Pratama Jakarta Kalideres guna mendapatkan gambaran mengenai

manajemen pemeriksaan pajak pasca PPS.

Wawancara akan dilakukan penulis sesuai dengan pedoman wawancara dan
bersifat fleksibel agar peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan
respons informan, sekaligus mengeksplorasi isu yang muncul secara alami.
Penulis melakukan wawancara dengan informan yang dipilih secara
purposive, yaitu fungsional pemeriksa pajak, wajib pajak yang diperiksa
oleh fungsional pemeriksa pajak, serta beberapa wajib pajak yang mengikuti

PPS di KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Tabel 6. Daftar Narasumber Penelitian

No. Nama Narasumber Tanggal Informasi yang Diperoleh

Wawancara

1. Herlin Kristiawati (Kepala 13 Januari 2026 Berkaitan dengan pengelolaan,
Bagian Fungsional pengendalian, pengawasan
Pemeriksa Pajak) pemeriksaan  pajak, serta

seluruh tahapan pemeriksaan

pajak pasca PPS.
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No. Nama Narasumber Tanggal Informasi yang Diperoleh
Wawancara
2. Yusuf Willman (Anggota 12 Januari 2026 Memberikan informasi yang
Tim Pemeriksa Pajak dan 03 Maret 2026 lengkap dan komprehensif
mengenai penerapan fungsi
manajemen POSCDORB di
pemeriksaan pajak pasca PPS.
3. Muhammad Dimar Aristo 12 Januari 2026 Memberikan informasi yang
(Anggota Tim Pemeriksa lengkap dan komprehensif
Pajak) mengenai penerapan fungsi
manajemen POSCDORB di
pemeriksaan pajak pasca PPS.
4. Deden Rahman Cakra P 12 Januari 2026 Memberikan informasi yang
(Anggota Tim Pemeriksa lengkap dan komprehensif
Pajak) mengenai penerapan fungsi
manajemen POSCDORB di
pemeriksaan pajak pasca PPS.
5. Iman Oktiyono (Ketua Tim 13 Januari 2026 Memberikan informasi yang
Pemeriksa Pajak) lengkap dan komprehensif
mengenai penerapan fungsi
manajemen POSCDORB di
pemeriksaan pajak pasca PPS.
6. Wajib Pajak Berinsial F 30 Januari 2026 Memberikan perspektif
Umur 41 Tahun (Wajib Pajak mengenai pelaksanaan
yang Pernah  dilakukan pemeriksaan pajak pasca PPS.
pemeriksaan)
7. Wajib Pajak Berinsial F umur 30 Januari 2026 Memberikan perspektif
51 Tahun (Wajib Pajak yang mengenai pelaksanaan

Pernah dilakukan

Pemeriksaan)

pemeriksaan pajak pasca PPS.

Sumber : Diolah Peneliti (2026)

b. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan untuk mengumpulkan data

dengan melihat objek penelitian secara langsung tanpa memberikan

intervensi terhadap fenomena yang sedang berlangsung (Ayu, 2024).

Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai

situasi, perilaku, maupun interaksi yang terjadi di lapangan. Teknik ini tidak
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hanya mencatat apa yang terlihat, tetapi juga menangkap makna dari
perilaku non-verbal, ekspresi, hingga dinamika sosial yang muncul

sepanjang waktu penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap pelaksanaan
manajemen pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres pasca
PPS. Fokus observasi meliputi proses kerja pemeriksa pajak, pola interaksi
antar pegawai, serta suasana lingkungan kerja yang mendukung jalannya
pemeriksaan. Dengan observasi ini, peneliti dapat memahami bagaimana
prosedur pemeriksaan dijalankan, hambatan yang muncul, dan bagaimana
koordinasi antar fungsional berlangsung secara nyata di lapangan.
Observasi juga membantu peneliti memperkuat data hasil wawancara

dengan bukti empiris yang terlihat langsung.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara mengumpulkan informasi yang diperoleh lewat
fakta dan biasanya disimpan berupa surat, buku harian, dan foto arsip atau
hasil rapat (Nurmahadi, 2024). Melalui dokumentasi, peneliti dapat
memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan, aturan,
serta manajemen pemeriksaan pajak pasca PPS dapat menilai apakah
informasi tersebut konsisten atau berubah. Berikut adalah beberapa

dokumen yang akan ditelaah peneliti dalam menghimpun data.

Tabel 7. Rincian Dokumen

No. Dokumen Informasi yang digali
I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan tersebut merupakan dasar

15 Tahun 2025 Tentang Pemeriksaan hukum bagi setiap fiskus pajak dalam
Pajak melakukan pemeriksaan serta mengatur
tata cara pemeriksaan pajak dari awal
sampai akhir, termasuk jenis
pemeriksaan, jangka waktu, proses
permintaan data, hingga tindak lanjut

apabila ada ketidakpatuhan.
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No. Dokumen Informasi yang digali

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan tersebut ialah aturan teknis
196/PMK.03/2021 Tentang Tata Cara untuk  menyelenggarakan  Program
Pelaksanaan Program Pengungkapan Pengungkapan Sukarela mencakup
Sukarela penerbitan SK, tarif PPh dalam PPS, serta

teguran dari WP yang tidak patuh dalam
program tersebut yaitu penerbitan
SKPKB lewat pemeriksaan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan tersebut memuat tata cara
80 Tahun 2023 Tentang Tata Cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan termasuk Surat Ketetapan Pajak Kurang
Surat Tagihan Pajak Bayar yang menjadi dasar penting dalam

proses penyelesaian hasil pemeriksaan
pasca Program Pengungkapan Sukarela
(PPS).

4. Data Statistik Pemeriksaan Pasca PPS ~ Substansi data tersebut dapat memberikan

Internal KPP  Pratama  Jakarta
Kalideres (Jumlah WP yang diperiksa
setelah PPS, Jumlah Peserta PPS dan

jumlah SKPKB yang diterbitkan)

gambaran intensitas pemeriksaan pasca
PPS, efektivitas pengungkapan harta, dan
kontribusi

pemeriksaan terhadap

penerimaan negara.

Sumber : Diolah Peneliti, (2025)

Teknik Analisis Data

Proses pengolahan data kualitatif sangat penting agar penelitian memiliki
pertanggungjawaban akademis yang kuat (Sarosa, 2021). Dalam praktiknya,
analisis data kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai teknis seperti analisis
tematik, analisis isi, maupun pendekatan naratif. Pemilihan metode analisis
harus disesuaikan dengan fokus penelitian agar mampu menggambarkan
realitas yang diteliti secara mendalam, menyeluruh, dan kontekstual. Pada riset
ini, penulis menganalisis data dengan model analisis data kualitatif versi Miles
& Huberman (1994). Model ini bersifat interaktif dan berlangsung secara terus-
menerus selama proses penelitian. Menurut Miles & Huberman (dalam Sumilih
dkk., 2024) analisis data kualitatif mencakup empat tahapan utama yaitu
pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau

validasi.
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a. Pengumpulan Data (Data Collection)
Dalam penelitian kualitatif, data biasanya berupa narasi deskriptif.
Pengumpulan data sekaligus menjadi bagian dari analisis yang bertujuan
menyaring, mengelompokkan, dan mengorganisasi informasi agar lebih
terstruktur, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan yang relevan dan
terverifikasi. Data yang diperoleh berupa pengalaman, pandangan, dan
praktik yang dilakukan pegawai pajak serta pihak terkait lainnya.

b. Kondensasi Data (Data Condensation)
Kondensasi data adalah proses menyaring dan memadatkan informasi dari
berbagai sumber seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumen untuk
meningkatkan keandalan informasi. Proses ini meliputi meringkas,
mengkodekan, mengkategorikan, serta membuat catatan analitis, dan
berlangsung terus-menerus hingga laporan penelitian selesai. Misalnya,
hasil wawancara panjang dengan pemeriksa pajak disaring untuk menyoroti
aspek-aspek penting seperti kendala pemeriksaan, strategi manajemen, dan
dampak dari PPS terhadap pemeriksaan pajak atau kinerja fiskus pajak.

c. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data adalah cara menata informasi agar rapi dan teratur sehingga
memudahkan penulis dalam menarik kesimpulan dan mengambil
keputusan. Data kualitatif disajikan melalui uraian singkat, bagan,
hubungan kategori, maupun diagram alur yang menggambarkan keterkaitan
antar temuan. Dalam penelitian ini, data mengenai manajemen pemeriksaan
pajak ditampilkan secara tematik, misalnya dengan memisahkan temuan
berdasarkan faktor pendukung, penghambat, dan upaya yang dilakukan oleh
otoritas pajak.

d. Penarikan Kesimpulan atau Validasi (Conclusion Drawing)
Simpulan ada inti sari dari hasil penelitian yang diperoleh melalui analisis
data secara induktif maupun deduktif. Penarikan kesimpulan penelitian
kualitatif awalnya bersifat sementara dan akan mengalami perubahan jika
belum didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten. Dalam konteks

penelitian ini, kesimpulan yang dihasilkan berupa gambaran mengenai
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bagaimana manajemen pemeriksaan pajak dilaksanakan pasca PPS,

termasuk faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data didefinisikan sebagai ukuran kebenaran data yang di
kumpulkan selama penelitian dengan menekankan pada isi atau informasi yang
ditemukan dari informan penelitian. Inti dari uji keabsahan data adalah menilai
validitas (kesesuaian) dan realibilitas (keandalan) data. Sugiyono (2022)
menyatakan bahwa empat kriteria yang digunakan untuk menguji keabsahan

data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a. Uji Kredibilitas atau Validitas Internal (Credibility)
Kriteria ini pada prinsipnya menggantikan konsep validitas internal pada
penelitian kuantitatif (Sari, dkk., 2022). Kredibilitas berfungsi untuk
memastikan hasil penelitian bisa dipercaya sesuai dengan kenyataan di
lapangan dan tidak dibuat-buat oleh peneliti. Hal ini penting karena tujuan
penelitian kualitatif adalah untuk memahami atau menggambarkan
fenomena dari perspektif peserta. Dengan begitu, partisipan yang berhak
menentukan apakah hasil penelitian yang dilakukan benar-benar sesuai

dengan kenyataan yang mereka alami.

Untuk mengetahui apakah data tersebut sudah kredibel, maka beberapa cara
bisa digunakan. Menurut Sugiyono (2022) teknik pemeriksaan data dalam
uji kredibilitas di antaranya triangulasi yang dilakukan untuk menguji
kredibilitas data dengan memeriksa berbagai sumber, metode, dan waktu,
Terdapat berbagai teknik triangulasi di antaranya triangulasi sumber dan

triangulasi teknik

a) Triangulasi Sumber.
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari
berbagai informan atau sumber untuk menguji konsistensi informasi.
Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mengandalkan satu informan,
tetapi juga melibatkan beberapa pegawai fungsional pemeriksa pajak di

KPP Pratama Jakarta Kalideres. Perbandingan antar sumber ini
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membantu memastikan keakuratan data, serta mengidentifikasi jika ada
perbedaan yang perlu dianalisis lebih lanjut sehingga hasil penelitian
lebih kredibel.
b) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil informasi
yang berasal dari satu referensi dengan cara atau metode yang berbeda
seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila hasil dari
teknik-teknik tersebut menunjukkan kesamaan, maka data dapat

dianggap lebih valid dan terpercaya.
b. Uji Transferabilitas atau Validitas Eksternal (7ransferability)

Sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan di tempat lain
disebut sebagai transferabilitas. Karena itu, peneliti perlu menyajikan
penjelasan secara detail dan jelas agar pembaca bisa memahami konteks
tempat penelitian dilakukan menggunakan pedoman yang telah ada, yaitu

pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Lampung 2020.
c. Dependabilitas (Dependability)

Untuk menguji dependabilitas, pembimbing melakukan pemeriksaan
keseluruhan proses penelitian untuk memastikan bahwa semua tindakan
peneliti telah sesuai. Dengan demikian, peneliti harus membuktikan kepada
pihak lain bahwa penelitian yang dilakukan benar dan telah dibuktikan
melalui bukti pendukung, baik saat pengumpulan data maupun ketika

hasilnya dikonsultasikan dengan pembimbing.
d. Konfirmabilitas (Confirmability)

Pengujian konfirmabilitas dapat disebut dengan uji obyektivitas penelitian.
Penelitian bisa disebut obyektif ketika hasilnya disepakati oleh sejumlah
orang. Untuk mengujinya, peneliti memverifikasi temuan dengan pihak-

pihak yang relevan terhadap tujuan penelitian, seperti kepada pembimbing.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta uraian hasil pembahasan di
atas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai peneliti ini yang
berjudul Manajemen Pemeriksaan Pajak Pasca Program Pengungkapan

Sukarela.

Manajemen merupakan suatu proses pengintegrasian dan pengoordinasian
seluruh sumber daya baik manusia, sarana, maupun data secara efektif dan
efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen
tersebut terdapat fungsi-fungsi yang menjadi langkah atau kerja nyata yang
dilakukan, salah satunya POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing,
Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting). Simpulan dari peneliti ini

dapat peneliti simpulkan pada poin-poin di bawah ini :

a. Perencanaan pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Kalideres telah
dilaksanakan secara terstruktur melalui penggunaan instrumen indikator
risiko dan penyandingan data PPS yang objektif. Pada tahap awal ini juga
pemeriksa pajak melakukan penandatanganan pakta integritas yang menjadi
instrumen penjamin bahwa strategi disusun secara profesional dan
pemeriksa pajak akuntanbel terhadap seluruh proses pemeriksaan tanpa
meminta imbalan terhadap wajib pajak.

b. Pengorganisasian di KPP Pratama Jakarta Kalideres telah berjalan dengan
baik melalui pembagian struktur tim pemeriksa yang jelas, terdiri atas
kepala bagian, ketua tim, dan anggota tim, serta didukung dengan adanya

penunjukan PIC untuk menangani pemeriksaan yang menumpuk. Struktur
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kerja dan pembagian tugas dengan mekanisme tim membantu pembagian
tugas menjadi lebih terarah dan mendukung kelancaran proses pemeriksaan.
. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidangnya. Namun beban kerja yang tinggi dan jumlah
pemeriksaan yang relatif banyak menyebabkan keterbatasan waktu dan
tenaga, sehingga masih diperlukan penguatan dari sisi jumlah maupun
distribusi sumber daya manusia agar pemeriksaan dapat berjalan lebih
optimal.

. Pengarahan telah dilaksanakan secara baik dari Kepala Kantor KPP Pratama
Jakarta Kalideres, supervisi kepala bagian, serta diskusi internal tim
pemeriksa. Pengarahan ini berperan penting untuk memastikan pemeriksaan
tetap berjalan sesuai SOP yaitu PMK 15 Tahun 2025 dan target waktu,
meskipun dalam praktiknya pemeriksa masih menghadapi tekanan beban
kerja dan tenggat waktu pemeriksaan.

. Koordinasi antar unit atau seksi di KPP Pratama Jakarta Kalideres, antar
Fungsional Pemeriksa Pajak KPP Pratama Jakarta Kalideres, serta antara
pemeriksa dan wajib pajak telah berjalan aktif. Koordinasi dilakukan
melalui diskusi internal, pemantauan langsung oleh pimpinan, serta
komunikasi dengan wajib pajak yang telah berjalan dengan lancar.
Koordinasi ini mendukung kelancaran pemeriksaan, meskipun masih
diperlukan penguatan dalam pengaturan waktu agar pemeriksaan tidak
mendekati jatuh tempo.

. Pelaporan telah dilaksanakan melalui penyusunan laporan pemeriksaan
secara bertahap, mulai dari SPHP, BAHP, hingga LHP Netto sebagai laporan
akhir pemeriksaan. Proses pelaporan dilakukan secara transparan kepada
wajib pajak melalui pembahasan hasil pemeriksaan dan closing conference.
Wajib pajak menyatakan bahwa pemeriksa tidak menutupi informasi dan
memberikan penjelasan yang jelas atas setiap temuan, sehingga prinsip
transparansi dalam pelaporan telah terlaksana dengan baik.

. Pengelolaan anggaran pemeriksaan bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan setiap tahun dan

digunakan khusus untuk mendukung operasional pemeriksaan terutama
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kegiatan pemeriksaan lapangan melalui pembiayaan perjalanan dinas
pemeriksa pajak. Anggaran tersebut dikelola oleh unit Kasubbag Umum dan

Kepatuhan Internal sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, pemeriksaan pajak pasca PPS di KPP Pratama Jakarta
Kalideres telah dilaksanakan dengan berpedoman pada fungsi manajemen
POSDCORB dan menunjukkan penerapan prinsip tata kelola yang cukup baik.
Namun demikian, pelaksanaan pemeriksaan masih dihadapkan pada sejumlah
kendala yang memengaruhi optimalisasi fungsi manajemen tersebut terutama
yang berkaitan dengan data, pengelolaan waktu pemeriksaan, maupun tingkat

koorperatif wajib pajak yang bervariasi.

Saran

Peneliti memandang bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak secara umum telah
berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah
mencerminkan penerapan fungsi manajemen POSCDCORB dan prinsip tata
kelola yang baik. Oleh karena itu, diharapkan KPP Pratama Jakarta Kalideres
dapat mempertahankan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan pajak yang
transparan, akuntabel, dan profesional guna menjaga kualitas pengawasan serta

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian terkait kendala yang dihadapi
dalam proses pemeriksaan, peneliti menyarankan agar KPP Pratama Jakarta
Kalideres dapat melakukan penguatan pada aspek pengelolaan data dan
informasi, khususnya optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga dan
peningkatan integrasi sistem perpajakan untuk meminimalisir keterbatasan
data yang sering menjadi hambatan dalam proses pemeriksaan serta
mempercepat tahapan analisis dan klarifikasi. Selanjutnya, sehubungan dengan
tingginya beban kerja pemeriksa pajak, peneliti menyarankan perlunya
pengaturan manajemen waktu pemeriksaan yang lebih efektif termasuk
perencanaan pemeriksaan yang lebih matang sejak tahap pengusulan, serta
penyesuaian jumlah dan distribusi pemeriksa dengan beban pekerjaan yang

ada. Untuk meningkatkan kelancaran pemeriksaan, peneliti menyarankan agar
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KPP Pratama Jakarta Kalideres terus meningkatkan komunikasi dan
pendekatan persuasif kepada kepada wajib pajak yang dapat mendorong sikap
koorperatif wajib pajak sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung

efektif.
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